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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu berisi penelitian-penelitian lain yang substansinya sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian Sebelumnya dapat berupa jurnal, laporan penelitian, Skripsi dan disertasi. Jumlah penelitian sebelumnya adalah minimal 5 penelitian. Adapun Penelitian Sebelumnya dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar), Nasrullah, STMIK Handayani Makassar, 2018.
	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
	· Teori yang digunakan yaitu definisi e-Govermant (World Bank, 2012) dan (Asian Development Bank) bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu: 1. accountability, 2. transparency, 3. predictability, dan 4. participation. 
· Lokasi di Pemerintah Kota Makassar. 
· Output penelitiannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan, perkembangan sistem e-government khususnya di Kota Makassar secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas belum memadai.
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	2
	Implementasi E-government Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Bagian Pengelola Data Ektronik Setda Kabupaten Malang), Annisa Maulidya, Universitas Brawijaya, 2012.
	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
	· Teori yang digunakan yaitu perbedaan paradigma birokrat dan paradigma E-government menurut (Indrajit, 2002 : 54)
· Lokasi Penelitian di Kabupaten Malang
· Output penelitiannya yaitu untuk mengetahui sejuah mana implementasi E-government yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan good governance.  

	3.
	Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance, Elsa Prisanda, Rury Febrina,Universitas Riau, 2019.
	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
	· Teori yang digunakan yaitu menurut (Indrajit, 2004: 15) bahwa harus ada    tiga    unsur    sukses implementasi e-government,    yaitu support, capacity, dan value.
· Lokasi di Kabupaten Rokan Hulu
· Output Peneliiannya yaitu     penelitian   menunjukkan   bahwa melalui aplikasi  SISPEDAL  resmi  pemerintah  desa  Aliantan,  pemerintah  desa  dapat meningkatkan  transparansi  dalam  konteks good village  governance di lingkungan pemerintahan desa Aliantan.

	4.
	Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, Arief Jauhari , Hasan Basri , M. Shabri, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2015.
	· Metode pendekatan kualitatif dengan studi literatur

	· Teori yang digunakan yaitu menurut (Magno dan Serafica, 2001) bahwa Teknologi komunikasi dan informasi dapat meningkatkan good governance dalam tiga hal, yaitu pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas. Kedua, memfasilitasi partisipasi publik dalam pembuatan keputusan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
· Lokasi di Pemerintah Aceh.
· Output Penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa e-government dan reformasi birokrasi berhubungan dengan penerapan good governance dan kinerja serta penerapan good governance berhubungan dengan kinerja.

	5.
	Penerapan 
E-Government Dan Good Governance Terhadap Pelayanan E-Samsat Jawa Timur, Fannisya Surya Wardani, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2018.
	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
	· Teori yang digunakan yaitu menurut Sujarweni (2015) bahwa Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik   tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik. 
· Lokasi di Provinsi Jawa Timur
· Output penelitiannya yaitu analisis dalam penelitian ini adalah pengenalan pelayanan E-Samsat yang banyak    terjadi  hambatan.



	Berdasarkan Tabel 2.1 tentang Penelitian Sebelumnya dapat diketahui bahwa keterkaitan antara penelitian sebelumya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah agar dapat diketahui orisinalitas (keaslian) yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti tidak boleh melakukan penelitian yang sama di lokasi yang sama. Peneliti boleh melakukan penelitian yang sama di lokasi yang berbeda tetapi peneliti harus menggunakan teori sebagai pisau analisis yang berbeda agar tidak dinilai plagiat.


2.2. Tinjauan Pustaka
Dalam tinjauan pustaka penelitian ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pendekatan masalah penelitian. Melalui paparan teori-teori dalam tinjauan pustaka, peneliti dapat mengungkapkan pendekatan masalah penelitian secara teoritis agar memiliki dasar dalam menyusun kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka penelitian ini adalah teori-teori tentang e-government dan good governance. . Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.2.1. E-Government
Dalam teori e-government ini akan dijelaskan beberapa teori yang terkait dengan e-government yaitu pengertian e-government, manfaat e-government, faktor-faktor penerapan e-government, tahap pengembangan e-government, kerangka arsitektur e-government, elemen sukses pengembangan e-government, dan empat tipe relasi e-governmen. Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.2.1.1. Pengertian E-Government
	Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menjelaskan bahwa pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

	Menurut Kepmen PAN & RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Burokrasi, salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan e-government pada masing-masing kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
	Selanjutnya menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional bahwa e-Goverment adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi.
	E-Government menurut Fuad & Mudjahidin dalam Masyhur (2016:7) diartikan sebagai : 
e-Government adalah proses pemanfaatan TIK sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien dengan tujuan pembenahan administrasi pemerintahan pada semua jajaran serta upaya percepatan reformasi birokrasi.

	Menurut Indrajit dalam bukunya Electronic Governmnet in Action (2016:7) E-Government dapat difenisikan:
E-Government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut. E-Government tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan para paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen  .

	Selanjutnya menurut Indrajit dalam bukunya Konsep dan Strategi Electronic Government (2016:5) terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu :

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. 

2.2.1.2. Manfaat E-Government
	Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui AI Core dan Tony Blair, telah secara jelas terperinci menggunakan manfaat yang diperoleh dengan diharapkannya konsep e-Government bagi suatu negara antara lain :
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang dan kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol,  dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 

Indrajit dalam bukunya Konsep dan Strategi Electronic Government (2016:6)
Menurut Rob Franklin et al (2009: 114) kehadiran internet membawa dampak tersendiri bagi dunia bisnis maupun institusi media, termasuk pula bagi dunia public relations merata dan demokratis.
2.2.1.3. Faktor-faktor Penerapan E-Government
	Faktor-faktor penentu menurut Indrajit dalam bukunya Konsep dan Strategi Electronic Government (2016:12-13) yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan dalam menerapkan e-government, yaitu :
1. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer. jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau priontas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. Untuk daerah yang mempunyai infrastruktur yang masih teramat sangat minim adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.

2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan untuk menerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga kini sudah dalam kondisi rusak.

3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah
Yang akan menjadi pemain utama atau subyek di dalam inisiatif e- government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan  sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep e-government.




4. Ketersediaan Dana dan Anggaran

Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan

5. Perangkat Hukum

Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang- undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.

6. Perubahan Paradigma

Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan karyawan pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-government.

2.2.1.4. Tahap Pengembangan E-Government
	Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (InPres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government).
Tingkat 1-Persiapan yang meliputi:
1) Pembuatan situs informasi disetiap lembaga.
2) Penyiapan SDM.
3) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll.
4) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
Tingkat 2-Pematangan yang meliputi:
1) Pembuatan situs informasi publik interaktif,
2) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
Tingkat 3-Pemantapan yang meliputi:
1) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik,
2) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4-Pemanfaatan yang meliputi:
1) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.
	Situs pemerintahan pusat dan harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan keperayaan masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibakukan sejumlah pengaturan sebagai berikut :
1) Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan perkembangan di atas.
2) Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah. Pengaturan ini harus mencakup batasan tentang hak masyarakat atas informasi, kerahasiaan dan keamanaan informasi (information security), serta perlindungan informasi yang berkaitan dengan masyarakat (privacy).
3) Persyaratan sistem manajemen dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang diperlukan agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. 
2.2.1.5. Kerangka Arsitektur E-Government
	Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-Government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini:
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 Gambar 2.1
Kerangka Arsitektur E-Government
Sumber: InPres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.



Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:
1. Akses - yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
2. Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait
3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi - yaitu organisasi pendukung (back-office) yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
4. Infrastruktur dan Aplikası Dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar back office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman dan terpercaya.
	Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan.
2.2.1.6. Elemen Sukses Pengembangan E-Government
	Menurut kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016:11-12) untuk menerapkan konsep- konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh Elemen sukses tersebut adalah:


1 Support

	Elemen utama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benara-benar menerapkan e- Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e- Government. Tanpa adanya unsur "political will" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung berkerja berdasarkan model manajemen "top down", maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif harus dimulai dari para pemimpin pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan Menteri-Menteri) sebelum merambat ke level-level dibawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3 dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan disini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal berikut ini:

1) Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci- kunci sukses lain diperlakukan;
2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government (seperti adanya Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya Kantor e-Envoy sebagai penanggung jawab utama disusunnya aturan main kerjasama dengan swasta, dan lain sebagainya,
4) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

1. Capacity

	Unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal diantaranya:

1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial,
2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government;
3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

2. Value

	Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itu pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit menerusakn usaha mengembangkan konsep e- Government.

	Perpaduan antara ketiga elemen diatas akan membentuk sebuah pusat jaringan e-Government yang menjamin keberhasilan penerapan e-Government, 
dalam hal ini maka untuk melaksanakan penerapan e-Government berjalan dengan lancar maka harus didukung oleh tiga elemen kesuksesan pengembangan e- Government.
2.2.1.7. Empat Tipe Relasi E-Government

	Konsep e-Government dalam Indrajit (2016:24-26) dikenal empat jenis klasifikasi, yaitu: G-to-C, G-to-B, G-toB, G-to-G dan G-toE
1. Government to Citizens

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e- Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.



2. Government to Business

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta

3. Government to Governments

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara- negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari.   Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entity-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses- proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4. Government to Employees

Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

	Dengan menyadari adanya tipe aplikasi yang bermacam- macam maka terlihat fungsi dan manfaat dari berbagai aplikasi e- Government yang diterapkan oleh negara. E-Government tidak hanya untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah  kepada masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara yang pada hakikatnya untuk kemajuan negara itu sendiri.
2.2.2. Good Governance
Dalam teori good governance ini akan dijelaskan beberapa teori yang terkait dengan good governance yaitu pengertian good governance dan prinsip-prinsip good governance. Adapun teori-teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.2.2.1 Pengertian Good Governance
Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut good governance. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat.
Secara sederhana governance sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Jadi disimpulkan kata Good governance artinya yaitu tata pemerintahan yang baik. 
Menurut Hasibuan (2008 :45) mengemukakan bahwa :

Good Governance Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat.

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan (Sinambela, 2006 : 47).
Sumodiningrat (1999:251) menyatakan Good Governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan good governance, pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Menurut Sedarmayanti (2012:2) Pemerintah atau “Government” dalam bahasa inggris diartikan sebagai “The authoritave and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya.”
Pengertian Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. World Bank memberikan definisi Governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, UNDP mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative author to manage a nation’s affair at all levels”. (Madiasmo, 2009:17).
Berikutnya Sedarmayanti (2012:3) memberikan definisi secara konseptual yaitu pengertian kata baik (good) dalam istilah turun aja ke pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman, pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial kedua aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Lembaga Administrasi Negara 2000 dalam Sedarmayanti (2012:4) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.
2.2.2.2. Prinsip-Prinsip Good Governance
Gambir Bhata dalam Sedarmayanti (2012:5) mengungkapkan bahwa unsur utama Governance yaitu akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak manusia (human right).
Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18), karakteristik pelaksanaan good governance meliputi:
1. Participation. 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

2. Rule of Law.

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Tranparancy.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

4. Responsiveness.

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

5. Consensus orientation.

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Equity.

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efficiency and effectiveness

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Accountability.

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Strategic vision.

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.

Prinsip Good Governance menurut Prof. Dr. H. Tjokroamidjojo, Bintoro, MA tahun 2000 dalam Sedarmayanti (2012:15) adalah sebagai berikut:
1. Akuntabilitas.
2. Tranparansi.
3. Keterbukaan.
4. Kepastian hukum.
5. Jaminan.
Selanjutnya, Sedarmayanti (2012:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi public yang berciri kepemerintahan yang baik sebagai berikut.
1. Akuntabilitas, adanya kewajiban sebagai aparatur Pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi, ke pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum, pemerintahan yang baik merupakan karakteristik berupa jaminan kepada kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuhnya.

2.3. Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran merupakan hasil pemikiran peneliti tentang kaitan konsep/aspek kajian yang diteliti. Adapun penjelasan kerangka pemikiran dapat diuraikan sebagai berikut :
2.3.1. E-Government
Pelaksanaan pemeritahan berbasis elektronik tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menjelaskan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Menurut Kepmen PAN & RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Kebehasılan Reformasi Birokrasi, salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan e-government pada masing- masing Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Di dalam hal ini e- government yang diselenggarakan Kementrian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan :
1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.
3. Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara maksimal.
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-government sebagai berikut:
E-Government mengarahkan untuk penggunaan IT oleh semua agen pemerintah (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pihak yang terkait dengan pemerintahan (Indrajit, 2016 4).

Disisi lain UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-government secara lebih sederhana yaitu "E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-Information and Communication Technology) oleh pihak pemerintah." (Indrajit, 2016:4)
Menurut Indrajit dalam bukunya Electronic Government in Action (2016.7) E-Government didefinisikan :
E-Government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektif-obyektif tersebut. E-Government tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen.

Faktor-faktor penentu menurut Indrajit (2016:12-13) yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan dalam menerapkan e-government, yaitu:
1. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait Untuk daerah yang mempunyai infrastruktur yang masih teramat sangat minim adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.

2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan untuk menerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga kini sudah dalam kondisi rusak.

3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

Yang akan menjadi pemain utama atau subyek di dalam inisiatif e- government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep e-government.

4. Ketersediaan Dana dan Anggaran

Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan.

5. Perangkat Hukum

Karena konsep e-government sangat terkait dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual, misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif

6. Perubahan Paradigma

Pada hakikatnya penerapan e-government merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan karyawan pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-government.

Berdasarkan pengertian teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa e-government adalah Pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan oleh pemerintah dalam memudahkan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai.bentuk dari perkembangan dan tuntuan zaman.
Adapun teori dalam kerangka pemikiran tentang penerapani E-Government tersebut, peneliti menggunakan teori Indrajit (2016 12-13), yaitu:
1. Infrastuktur Telekomunikasi
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah
3. Kesiapan SDM di Pemerintah
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran
5. Perangkat Hukum
6. Perubahan Peradigma
2.3.2. Good Governance
Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut good governance. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana governance sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik.
Lembaga Administrasi Negara 2000 dalam Sedarmayanti (2012:4) menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaktif yang konstruktif diantara domain-domain negara sektor swasta dan masyarakat.
Selanjutnya, Sedarmayanti (2012:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi public yang berciri kepemerintahan yang baik sebagai berikut.
1. Akuntabilitas, adanya kewajiban sebagai aparatur Pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi, ke pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum, pemerintahan yang baik merupakan karakteristik berupa jaminan kepada kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuhnya.
 
Berdasarkan pengertian teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan output yang baik, bertanggung jawab, efektif dan efisien serta terwujudnya sinergitas antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
	Adapun teori yang penulis gunakan dalam kerangka pemikiran tentang Good Governance , peneliti menggunakan teori Sedarmayanti (2012:7), yaitu:
1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan hukum






2.3.3. Kerangka Pemikiran
PROCESS
Faktor-faktor penentu tingkat kesiapan dalam menerapkan e-government menurut Indrajit (2016:12-13), yaitu :
7. Infrastuktur Telekomunikasi
8. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah
9. Kesiapan SDM di Pemerintah
10. Ketersediaan Dana dan Anggaran
11. Perangkat Hukum
12.  Perubahan Peradigma

Prinsip Good Governance menurut Sedarmayanti (2012:7), yaitu :
1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan hukum
INPUT
Penerapan Program Lebu Digital dalam mewujdukan Good Governance
OUTPUT
Penerapan Program Lebu Digital optimal
OUTPUT
Penerapan Program Lebu Digital belum optimal

Upaya mengatasi hambatan dalam mewujudkan Good governance
OUTCOME
Terciptanya optimalisasi Program Lebu Digital dalam mewujudkan Good Governance
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Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
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